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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga buku yang berjudul Perbandingan Penitensier Militer dan Umum 

dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia ini dapat diselesaikan. Buku ini 

disusun sebagai kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai perbandingan sistem penitensier dalam ranah 

militer dan umum di Indonesia, serta menganalisis perbedaan dan persamaan 

keduanya dalam kerangka hukum nasional. 

Sistem hukum nasional Indonesia mengenal adanya diferensiasi 

peradilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan efektivitas dan kepastian 

hukum. Dalam konteks tersebut, sistem peradilan umum dan sistem peradilan 

militer memiliki karakteristik, landasan filosofis, serta mekanisme 

pelaksanaan pemidanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut berimplikasi pada 

orientasi pemidanaan, pola pembinaan, serta sistem pengawasan yang 

diterapkan, yang pada akhirnya tetap harus selaras dengan prinsip Negara 

Hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. 

Buku ini menguraikan bagaimana sistem pemidanaan militer 

dipengaruhi oleh doktrin disiplin, hierarki, dan kepentingan pertahanan 

negara, sementara sistem sipil lebih berorientasi pada rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial. Analisis dilakukan secara normatif dan komparatif untuk 

menghadirkan pemahaman yang proporsional mengenai relasi kedua sistem 

tersebut dalam struktur hukum nasional Indonesia. 

Buku ini disusun untuk menjadi referensi bagi akademisi, praktisi 

hukum, mahasiswa, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap 

perkembangan hukum pidana dan hukum militer di Indonesia. Penulis 

menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan 
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saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa 

mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 Banda Aceh, 26 November 2025  

 Penulis,  

         

 

 Rendi Umbara, S.H., M.H.  
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